Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 23 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang

:1.

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 266 ayat (2), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah

wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2017 merupakan pedoman dalam rangka
menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Aggaran 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata
cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 —
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);P
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sampang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sampang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut dengan KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang
memuat prioritas dan plafon anggaran sementara program dan

kebijakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH



-5-

Pasal 2

RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017 merupakan penjabaran dari arah

kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

yang memuat kebijakan umum dan program pembangunan serta indikasi

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 merupakan :

a.

(1)

(2)

Landasan dan Pedoman Operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2017.

Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam
menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2017

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

RKPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), isi
beserta uraian program/kegiatan terinci terdapat dalam lampiran
naskah RKPD tahun 2017 yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 MEI 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 30 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 23



